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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah pada dasarnya 

telah mengatur secara rinci terkait berbagai aspek yang perlu dipenuhi 

oleh pengusaha hotel yang hendak mendalilkan usaha yang 

dijalankannya tersebut sebagai hotel syariah. Hal tersebut sejalan pula 

dengan kebutuhan para wisatawan Muslim untuk menjalankan ajaran 

agama Islam, bahkan saat sedang melakukan kegiatan wisata. 

2. Setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreati 

No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel 

Syariah, maka peraturan perundang-undangan yang dapat dirujuk adalah 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan 

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 

PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel. Namun, dua 

peraturan tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang 

secara rinci mengatur terkait berbagai aspek yang perlu dipenuhi dalam 

penyelenggaraan usaha hotel syariah yang sebagaimana terdapat dalam 

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreati No. 2 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.  

Adapun terdapat satu pedoman yang dapat dirujuk terutama oleh 

pengusaha yang hendak menjalankan usaha hotel syariah, yaitu Fatwa 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-

MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan 

Prinsip Syariah. Namun fatwa tersebut bukan merupakan suatu peraturan 

perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-
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MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip 

Syariah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

terdapat prinsip kepariwisataan dan kewajiban pengusaha bidang 

pariwisata yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pengusaha hotel 

syariah dalam menjalankan usahanya. Dan dalam Peraturan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 

Tentang Standar Usaha Hotel terdapat pedoman terkait standar penilaian 

usaha yang perlu dipenuhi oleh pengusaha hotel diantaranya adalah 

mencakup  persyaratan dasar, kriteria mutlak, dan kriteria tidak mutlak. 

Berbagai standar penilaian usaha tersebut juga berpengaruh terhadap 

penggolongan Hotel Bintang dan penetapan Hotel Nonbintang. 

Persyaratan dasar merupakan standar paling utama sebelum dilakukan 

penilaian penggolongan kelas Hotel Bintang dan penetapan Hotel 

Nonbintang. Selanjutnya perlu dipenuhi pula seluruh ketentuan dalam 

kriteria mutlak, sebelum dilakukan penilaian yang didasarkan pada 

kriteria tidak mutlak, hingga pada akhirnya penggolongan kelas Hotel 

Bintang dan penetapan Hotel Nonbintang dapat dilakukan sesuai dengan 

yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar 

Usaha Hotel, yang didalamnya terdapat panduan dan tata cara penilaian 

standar usaha Hotel Bintang, serta panduan dan metode penilaian standar 

usaha Hotel Nonbintang. 

Prinsip kepariwisataan dan kewajiban pengusaha pariwisata dalam 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, serta 

unsur yang terdapat dalam persyaratan dasar maupun kriteria mutlak 

berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 

PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel  pada 

dasarnya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, 

dikarenakan dua peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara 

khusus didasarkan pada prinsip syariah dalam kegiatan muamalah, maka 

ketentuan didalamnya tidak secara utuh menjamin pelaksanaan ajaran 
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agama Islam atau prinsip syariah pula. Oleh karena itu, praktis saat ini 

tidak ada regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum dan 

dukungan terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia melalui sektor 

pariwisata syariah, dan juga secara khusus yang termasuk didalamnya 

yaitu penyelenggaraan usaha hotel syariah. 

5.2 Saran 

Penulis akan memberikan saran terkait dengan permasalahan diatas, yakni 

sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk 

meninjau lebih lanjut pencabutan terhadap Peraturan Menteri Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, dikarenakan pertimbangan yang 

digunakan dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 11 Tahun 2016 

Tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha 

Hotel Syariah justru tidak sejalan dengan potensi berkembangnya 

pariwisata syariah baik di Indonesia maupun dunia. 

2. Disarankan untuk dibuat suatu peraturan perundang-undangan tentang 

pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Setidaknya memiliki 

muatan substansi seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, yakni sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha 

Hotel Syariah bahwa ruang lingkup peraturan tersebut adalah terkait 

penggolongan usaha hotel syariah, penilaian dalam rangka sertifikasi 

usaha hotel syariah, pelaksanaan sertifikasi usaha hotel syariah, serta 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha hotel syariah. 

Sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan dukungan terhadap 



  

94 

 

perkembangan pariwisata syariah di Indonesia, secara khusus yang 

termasuk didalamnya yaitu penyelenggaraan usaha hotel syariah. 
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